PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 02{" TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 066 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa sehubungan dengan sangat terbatasnya animo
pasien pada ruang VIP, kelas I, dan kelas II, maka ruang
kelas III tidak mendapatkan subsidi silang sebagaimana
yang diharapkan, oleh sebab itu maka dana untuk
pengadaan obat-obatan dan makanan tertentu serta biaya
pemeliharaan gedung perawatan pasien dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Daerah dan berdasarkan ketentuan
Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana
pendapatan Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



-2-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain
mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2012 Nomor 10);



17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 066) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 017 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 066
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 066 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Deaerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 066 Tahun 2012 tentang Peraturan
Gubernur Nomor 066 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014
Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
Belanja BLUD yang dapat dibebankan dalam anggaran APBD meliputi:

a. Belanja Gaji dan tunjangan Daerah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai
Negeri Sipil yang melalui proses Badan Kepegawaian Daerah;

b. Belanja Barang dan Jasa untuk belanja Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Negeri Sipil,;

c. Belanja Modal;

d. Belanja pendamping;

e. Belanja Barang dan Jasa untuk belanja Penyediaan Makan dan Minum
serta belanja Obat-Obatan tertentu; dan

f. Belanja Barang dan Jasa untuk belanja Pemeliharaan Gedung dan
Perawatan Pasien.



2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggarkan
secara selektif sesuai kemampuan APBD.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal /7 Jtns 202/

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal /7 Jun/ 22/

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2f
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